
Pendahuluan

Kepuasaan petani terhadap kegiatan penyuluhan 

rendah karena lemahnya interaksi dengan penyuluh 

yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas penyuluh. 

Jumlah rasio penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) dan 

desa 1:3. Penyuluh PNS di Indonesai berjumlah 25.879 

orang (Simluhtan 2017). Kondisi penyuluh yang 

termarginalkan sudah terlihat sejak awal era reformasi, 

penyuluh cenderung terabaikan. Pada era tersebut 

penyuluhan pertanian mengalami disorganisasi dan 

terpuruk sampai pada titik terendah selama 30 tahun 

Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani

dalam Kegiatan Penyuluhan

The Relation Between Extention Worker’s Capacity

and The Level of Farmer’s Satisfaction in Extention Activity 

         
Indah Listiana1, Sumardjo2, Dwi Sadono2, Prabowo Tjiptopranoto2

1Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Lampung
2Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,

Institut Pertanian Bogor, Bogor

Abstract

The marginalization of extension institution in line with the publication of Laws no. 23/2014 concerning the local government 

has the potential to decrease the performance of extension workers and their capacity. Extension worker reliability is closely 

related to the capacity level. Problems in the field are the decrease of farmers’ satisfaction with agricultural extension activities. 

Lampung Province is in the era of the institutional extension dissolution at the district and provincial levels, which leads to a 

decreasing number of extension workers and a decrease in the commitment to financing extension. The purpose of this study was 

to analyze the relationship between the extension capacity of farmers and farmers’ satisfaction. This research is an explanatory 

research using quantitative approach and supported by qualitative information. The research was conducted in Lampung Province 

with 355 counselors and 355 farmers. The scoring method is used to measure the extension capacity level with indicators based 

on the extension function in Laws no. 16/ 2006. There is a significant difference between the government extension workers and 

contract employee workers. The level of agricultural extension capacity in Lampung Province is from the medium to the low 

category, and the farmers’ satisfaction of extension activities is still low. Extension level of extension capacity is very evident from 

the farmers’ satisfaction with extension activities. The loss of institutional counseling at the district and provincial levels means 

the weakening of extension capacity, which has a significant impact on the weakening of farmers’ satisfaction.
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Abstrak 

Termarginalkannya kelembagaan penyuluhan sejalan dengan diterbitkanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah berpotensi pada melemahnya kinerja penyuluh dan kapasitasnya. Kehandalan penyuluh berkaiatan erat 

dengan tingkat kapasitasnya. Masalah di lapangan adalah melemahnya kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. 

Provinsi Lampung di era pembubaran kelembagaan penyuluhan ditingkat kabupaten dan provinsi, hal ini menyebabkan 

melemahnya penyuluh dan lemahnya komitmen terhadap pembiayaan penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan tingkat kapasitas penyuluh dengan kepuasan petani. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung informasi kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung 

dengan responden sebanyak 355 penyuluh dan 355 petani binaan. Metode skoring digunakan untuk pengukuran tingkat kapasitas 

penyuluh dengan indikator berdasarkan fungsi penyuluhan yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006. Terdapat 

perbedaan yang nyata antara karekteritik penyuluh PNS dan penyuluh THL. Tingkat kapasitas penyuluh pertanian di Provinsi 

Lampung berada pada kategori sedang cenderung rendah demikian halnya dengan kepuasan petani akan kegiatan penyuluhan 

masih rendah. Tingkat kapasitas penyuluh berhubungan sangat nyata dengan kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan. 

Sejalan dengan hilangnya kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten dan provinsi berarti melemahnya kapasitas penyuluh 

berdampak nyata pada melemahnya kepuasan petani.

Kata kunci : kapasitas penyuluh, kepuasan petani, karakteristik penyuluh, penyuluh PNS dan THL
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terakhir (Slamet 2001). Hal tersebut membuat peran 

penyuluh tidak optimal, serta penyuluhan yang 

dilakukan kurang sesuai dengan filosofi penyuluhan. 

Sumardjo (2010) menyatakan tingkat kompetensi 

penyuluh masih relative rendah. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Sucihatiningsih dan Waridin (2010); 

Anantanyu (2011); Seran et al. (2011); Prawiranegara et 

al. (2015) menemukan bahwa kapasitas penyuluh dan 

kapasitas kelembagaanya kurang memadai sehingga 

perlu ditingkatkan, karena kinerja penyuluhan rendah, 

serta kapasitas penyuluh lapangan rendah dan perlu 

ditingkatkan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. 

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kapasitas petani. Hal tersebut, 

menuntut penyuluh untuk mampu meningkatkan 

kapasitas dirinya agar dapat melaksanakan berbagai 

peran dengan baik. Jika kapasitas penyuluh rendah 

dampak negatif yang ditimbulkan adalah perbaikan 

kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM petani 

akan sulit untuk diwujudkan. 

Penyuluh dituntut untuk memfasilitasi terwujudnya 

kemandirian petani agar petani puas dengan kegiatan 

penyuluhan. Peran penyuluh pertanian sangat strategis 

untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) nasional. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Susanto (2008) yang menyatakan 

bahwa peranan penyuluhan adalah menjembatani 

kesenjangan perilaku sasaran dari kondisi sekarang yang 

masih memprihatinkan menjadi kondisi baru yang lebih 

baik sesuai harapan. Peranan penyuluhan tersebut dapat 

berkualitas dan professional hanya jika tenaga-tenaga 

penyuluh memiliki kompetensi dan kapasitas yang 

tinggi. Penyuluh maupun petani sebagai seorang individu 

yang memiliki kapasitas yang harus ditingkatkan, hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan Mulyandari et al. 

(2010) bahwa kapasitas petani (individu) yang mandiri 

tercermin dari tiga sisi yaitu memiliki kapabilitas, 

interdependence, dan memiliki jaringan kerjasama 

dengan kata lain memiliki daya saring, daya sanding, dan 

daya saing. Kapasitas penyuluh harus lebih ditingkatkan 

karena peran penyuluhan setelah era reformasi dengan 

keluarnya Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan 

(SP3K) menjadi lebih kompleks.

Peningkatan SDM petani dapat dioptimalkan melalui 

kegiatan penyuluhan jika dilakukan oleh penyuluh 

yang memiliki kapasitas tinggi dan berkompeten 

dalam melaksanakan kinerjanya. Penyuluh yang 

berkapasitas tinggi merupakan penyuluh yang 

memiliki dan menguasai serta mampu memanfaatkan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. 

Kemajuan di bidang pertanian secara umum tidak 

terlepas dari peran penyuluh. Menurut Sumardjo 

(2008) penyuluh adalah perorangan yang melakukan 

upaya meningkatkan kualitas perilaku melalui 

pendidikan nonformal dalam rangka mewujudkan 

kualitas hidup diri, keluarga dan masyarakat yang 

menjadi sasaran penyuluhan. Seorang penyuluh harus 

memiliki kompetensi personal, sosial, managerial dan 

professional (pendidikan nonformal). 

Rendahnya kapasitas penyuluh akan berdampak 

pada kegiatan penyuluhan terutama pelaku utama 

dan pelaku usaha sebagai pengguna jasa penyuluhan. 

Penyuluh harus memiliki kapasitas yang tinggi agar 

mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kapasitas 

didefinisikan sebagai kemampuan individu, organisasi 

atau sistem untuk menjalankan secara tepat fungsi-

fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 

Kapasitas ini berhubungan dengan kinerja yang 

ditetapkan, dan ketepatan dalam menjalankan fungsi 

dan tugas, misalnya tingkat kontribusi seseorang dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Milen 2001). 

Terkait dengan hal tersebut, kapasitas sering dikaitkan 

dengan kinerja, kemampuan, kapabilitas, dan potensi 

seseorang (Liou 2004; Morgan 2008), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kapasitas yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula. 

Kapasitas yang tinggi harus dimiliki oleh seorang 

penyuluh. Oleh karena itu penyuluh harus mampu 

meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi sistem 

penyuluhan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 

2006, meliputi: (1) memfasilitasi proses pembelajaran 

pelaku utama dan pelaku usaha; (2)  mengupayakan 

kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke 

sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya 

agar mereka dapat mengembangkan usahanya; (3) 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial 

dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; 

(4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi 

organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, 
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dan berkelanjutan; (5) membantu menganalisis dan 

memecahkan masalah serta merespon peluang dan 

tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha 

dalam mengelola usaha; (6) menumbuhkan kesadaran 

pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian 

fungsi lingkungan; dan (7) melembagakan nilai-

nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan 

kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama 

secara berkelanjutan.

Peran penyuluhan sebagai pilar dalam meningkatkan 

kapasitas petani juga telah mengalami pergeseran. 

Pelaksanaan penyuluhan era sebelum Undang-undang 

No. 16 Tahun 2006 penyuluh pertanian memiliki 

peran yang sangat strategis di dalam mendukung dan 

mengawal program untuk tercapainya empat sukses 

pembangunan pertanian, yaitu: (1) swasembada dan 

swasembada berkelanjutan; (2) diversifikasi pangan; 

(3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; 

dan (4) peningkatan kapasitas petani. Berdasarkan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2006 telah berubah 

di mana penyuluh harus memiliki kapasitas yang 

lebih tinggi agar mampu mengidentifikasi kebutuhan 

pelaku utama dan sekaligus mencarikan informasi 

untuk memberikan alternatif pemecahan masalah pada 

sasaran penyuluhan (petani). Peran penyuluh yang 

terus bertambah, dahulu tugas penyuluh sebagian besar 

sebagai pendukung dan pengawas pembangunan, 

sehingga penyuluh sangat tergantung dari informasi 

fasilitator sebagai pelaksana proyek yang bertugas 

mendukung dan mengawasi pembangunan pertanian. 

Penelitian-penelitian sebelumnya (Subagio et al. 2008; 

Fatchiya 2010; Lemos et al. 2014; Haniza et al. 2013; 

Sucihatiningsih dan Waridin 2010; Yunita et al. 2012; 

Suwardi 2011; Seran et al. 2011; Anantanyu 2011; 

Sudarko 2012) belum melihat kapasitas penyuluh. 

Penelitian tentang kapasitas yang dilakukan sebelumnya 

dari beberapa peneliti di atas meneliti tingkat kapasitas 

petani, kapasitas kelompok, kapasitas masyarakat, 

kapasitas kelembagaan, kapasitas rumah tangga. Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganaisis 

karakteristik indvidu penyuluh dan kapasitas penyuluh 

di Provinsi Lampung dan Menganalisis hubungan 

kapasitas penyuluh dengan kepuasan petani. 

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuannya, penelitian ini 

merupakan penelitian eksplanatori untuk menerangkan 

keadaan suatu peristiwa dan menjelaskan hubungan 

antar peristiwa dengan mendeskripsikan karakteristik 

dari peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan dilengkapi dengan data-

data kualitatif.  Lokasi penelitian di Provinsi Lampung 

pada enam kabupaten/kota terpilih yaitu Kabupaten 

Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar 

Lampung, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung 

Timur dan Kabupaten Way Kanan. Pengumpulan data 

berlangsung sejak bulan Agustus 2016 hingga Maret 

2017. Populasi penyuluh yang berada di BP3K/BPP 

terfasilitas berjumlah 355 penyuluh, yang seluruhnya 

dijadikan sampel dalam penelitian ini, serta 355 petani 

binaan. Unit analisis adalah penyuluh pegawai negeri 

sipil (PNS) dan penyuluh kontrak atau tenaga harian 

lepas (THL) yang bertugas di BP3K/BPP terfasilitasi. 

BP3K terfasilitasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah BP3K yang telah mendapatkan bantuan 

komputer dan modem internet. 

Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan 

wawancara terstruktur yang dipandu dengan 

menggunakan kuesioner yang berisi instrumen penilaian 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara tidak 

terstruktur, diskusi dengan beberapa stakeholder terkait 

dan pengamatan langsung dilakukan untuk menambah 

data yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik, Dinas Terkait, Bakorluh, BP4K 

dan BP3K, berupa laporan dan profil yang dibutuhkan.  

Pengukuran kapasitas penyuluh dilakukan dengan 

metode skoring.  

Penilaian kapasitas penyuluh dilakukan berdasarkan 

tujuh indikator utama, yakni: kemampuan memfasilitasi; 

kemampuan mengakses informasi, teknologi dan 

sumber daya; kemampuan memimpin, manajerial, dan 

berwirausaha; kemampuan meningkatkan organisasi; 

kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah; 

kemampuan melestarikan lingkungan; serta kemampuan 

melembagakan nilai-nilai. Indikator karakteristik 

penyuluh meliputi umur, tingkat pedidikan formal, 

tingkat pendidikan non formal, lama kerja, tingkat 

motivasi dan tingkat kekosmopolitan penyuluh. Selain 

mengukur karakteristik individu penyuluh, tingkat 

kapasitas penyuluh dan tingkat kepuasan petani serta 

hubungan kapasitas penyuluh dengan tingkat kepuasan, 

analisis uji beda juga dilakukan untuk melihat perbedaan 

kapasitas penyuluh PNS dan kapasitas  penyuluh THL. 

Analisis uji beda yang digunakan adalah uji beda Man 
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Whitney dengan alpha (α) 0.05. Hubungan tingkat 
kepuasan petani dengan kapasitas penyuluh diukur 

dengan menggunakan uji analisis rank Sperman (Rs). 

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Individu Penyuluh

Umur Penyuluh

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada periode 

lima sampai dengan sepuluh tahun ke depan sebagian 

besar penyuluh memasuki masa pensiun. Berdasarkan 

Tabel 1 sebagian besar penyuluh PNS berada pada usia 

di atas 51 tahun. Jika dibandingkan dengan penyuluh 

PNS, jumlah penyuluh THL yang berusia di atas 51 

tahun tidal lebih dari 10 %. Jika hal ini tidak segera 

diantipasi dari sekarang dengan mengangkat penyuluh 

baru atau menambah jumlah penyuluh THL maka 

dimasa yang akan datang secara umum Indonesia 

akan kehilangan banyak tenaga penyuluh khususnya 

di Provinsi Lampung. Secara keseluruhan hasil rata-

rata umur penyuluh adalah 43 tahun dengan kisaran 

umur antara 21 sampai dengan 60 tahun. Rata-rata 

umur penyuluh PNS 49 tahun, sangat berbeda nyata 

dengan umur penyuluh THL (37 tahun). Jika dilihat 

kematangan umur seseorang akan mempengaruhi 

pola pikir dan perilaku individu dalam menjalankan 

tugasnya. Hal ini berarti bahwa rata-rata umur penyuluh 

di lokasi penelitian tergolong dalam usia produktif. 

Umur produktif secara ekonomi dapat diartikan 

bahwa pada umumnya tingkat kemauan, semangat 

dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya lebih 

tinggi dan memiliki tanggung jawab yang besar. 

Menurut Rukminto (1994), usia 46-55 tahun termasuk 

kedalam usia setengah baya yang dicirikan dengan 

(1) mengembangkan kemampuan untuk mencapai 

tanggung jawab sosial sebagai warga negara secara 

lebih dewasa, (2) memantapkan dan memelihara 

standar kehidupan ekonomi (personal maupun 

keluarga), (3) mengembangkan kegiatan rekraesional 

yang biasa dilakukan orang-orang dewasa, dan (4) 

menyesuaikan diri dan menerima perubahan fisik yang 

terjadi pada usia setengah baya.

 

Pendidikan Formal

Hampir 50 persen penyuluh telah mengenyam 

pendidikan setingkat S1, hanya satu persen diantaranya 

yang telah melanjutan ke jenjang pendidikan pasca 

sarjana (S2) dan 43 persen penyuluh telah mengenyam 

pendidikan setingkat S1. Terdapat perbedaaan nyata 

tingkat pendidikan formal penyuluh PNS dan penyuluh 

THL. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki penyuluh 

dapat mempengaruhi kemampuan penyuluh dalam 

menjalankan tugasnya. Masih besarnya penyuluh 

yang belum mengenyam pendidikan tinggi akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pola pikirnya, 

demikian halnya dengan penyuluh. Penyuluh yang 

memiliki jenjang pendidikan tinggi pada umumnya 

akan lebih cepat menguasai dan menerapkan teknologi 

yang diterima dibandingkan dengan penyuluh yang 

berpendidikan rendah. Penyuluh dengan tingkat 

pendidikan yang masih rendah disebabkan enggan 

melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi 

dan juga karena keadaan ekonomi yang kurang 

menguntungkan, dengan kondisi jumlah tanggungan 

yang cukup banyak. Selain itu lokasi temat tinggal 

yang jauh dari ibu kota kabupaten maupun dari ibu 

kota provvinsi yang menyebabkan penyuluh enggan 

melanjutkan sekolah kejenjang yang ebih tinggi. 

Pendidikan formal yang diikuti penyuluh akan 

memudahkannya dalam meningkatkan karir penyuluh. 

Selain itu akan memudahkan penyuluh dalam 

menerima informasi yang berasal dari berbagai sumber 

yang dapat memberikan nilai tambah bagi penyuluh 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan 

pilihan terbaik dalam menjalankan tugasnya. 

Sebagain besar penyuluh belum mengenyam pendidikan 

setingkat S1. Cukup tingginya penyuluh yang belum 

mengenyam pendidikan S1 ke atas, menjadi tantangan 

untuk mendorong penyuluh agar mau meningkatkan 

pendidikan formal ejenjang yang lebih tinggi. Namun 

jika dilihat dari pendidikan tinggi (S1 dan D3) tingkat 

pendidikan formal penyuluh di lokasi penelitian 

menyiratkan cukup baiknya kualitas sumber daya 

manusia penyuluh. Penyuluh sudah memiliki kesadaran 

bahwa melalui pendidikan, didapatkan tambahan 

wawasan dan pengalaman belajar sebagai bekal dalam 

kehidupan termasuk bekal untuk menaikkan jenjang 

karir. Hal ini sejalan dengan penelitian Sidi dan Setiadi 

(2005) menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya 

membekali seseorang dengan ilmu agar ia mampu 

menghadapi dan menjalani kehidupannya dengan 

baik, serta mampu mengatasi permasalahannya 

secara mandiri. Sebagian (43 %) penyuluh di lokasi 

penelitian memiliki pendidikan setingkat sarjana (S1); 
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hasil penelitian (Listiana, 2017) menemukan bahwa 

pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh individu 

(petani) tidak memiliki hubungan nyata dengan 

kapasitasnya. Kapasitas sseorang cendrung berkaitan 

dengan faktor eksternal (peran penyuluh, peran kontak 

tani dan sifat inovasi). Pendidikan formal sebagai 

salah satu upaya untuk menambah pengetahuan dan 

mengubah pola pikir individu serta untuk membantu 

penyuluh meningkatan jenjang karirnya.  

Pendidikan Non Formal

Penyuluh THL kurang mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan. Rata-rata penyuluh THL 

mengikuti kegiatan pelatihan kurang dari dua hari 

dalam setahun, sedangkan, rata-rata penyuluh PNS 

mengikuti pelatihan sampai enam hari dalam setahun. 

Jika di total rata-rata keseluruhan penyuluh dalam 

mengikuti kegiatan pelatihan hanya 4 hari dalam satu 

tahun. Pelatihan yang pernah diikuti oleh penyuluh 

masih sangat rendah, sebagaian besar penyuluh 

(71%) mengikuti pelatihan kurang dari dua hari dalam 

setahun. Terdapat perbedaan yang sangat nyata antar 

penyuluh PNS dan penyuluh THL dalam mengikuti 

kegiatan pelatihan. Pendidikan nonformal yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyuluh dapat 

diberikan sebagai alternatif mengatasi banyaknya 

inovasi pertanian yang terus berkembang. Pendidikan 

non formal dapat dilakukan dengan mengikutsertakan 

penyuluh dalam berbagai pelatihan, dengan begitu 

penyuluh akan selalu mendapatkan ha-hal berbeda 

tentang informasi dan teknologi terbaru yang 

dibutuhkan petani. 

Pendidikan non formal yang pernah diikuti penyuluh 

berkisar antara 0-10 hari dalam setahun, satu hari 

terhitung 8 jam pelajaran (jpl) dengan rataan mengikuti 

kegiatan pelatihan sebanyak 4 hari (Tabel 1). Rata-

rata lama pendidikan non formal yang pernah diikuti 

penyuluh termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya 

pendidikan formal yang pernah diikuti penyuluh 

disebabkan karna tidak semua penyuluh mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan ataupun magang, 

khususnya bagi penyuluh THL. Jarangnya penyuluh 

dalam mengikuti kegiatan pelatihan bukan karena 

penyuluh tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut, 

namun karena keterbatasan anggaran penyuluhan. 

Kegiatan pelatihan yang rutin diadakan oleh Bakorluh, 

biasanya dalam setahun Bakorluh melaksanakan dua 

sampai empat kali kegiatan pelatihan, bahkan bisa 

lebih. Namun hal tersebut belum mampu menyentuh 

seluruh penyuluh yang ada dilingkup wilayah kerjanya, 

yang berjumlah 1.095 penyuluh PNS dan 698 penyuluh 

THL (Bakorluh, 2016). Hal ini karena dalam setiap 

kegiatan pelatihan satu BP3K hanya diwakili beberapa 

orang penyuluh saja, tidak seluruh penyuluh di BP3K 

tersebut diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan, 

bahkan seringkali satu BP3K hanya diwakili oleh satu 

orang penyuluh saja.

 

Lama Kerja

Rata-rata pengalaman penyuluh THL dalam bekerja 

relative rendah (delapan tahun) jika dibandingkan 

dengan pengalaman yang dimiliki penyuluh PNS, 

rata-rata lama kerja penyuluh PNS adalah 22 tahun. 

Pengalaman penyuluh dalam bekerja cukup bervariasi, 

yaitu berkisar antara satu tahun sampai dengan 38 

tahun dengan rata-rata pengalaman bekerja sebaga 

penyuluh sebesar 15 tahun.  Hal ini menunjukkan 

bahwa secara rata-rata, pengalaman yang dimiliki oleh 

penyuluh di lokasi penelitian termasuk dalam kategori 

rendah dalam melakukan kegiatan penyuluhan. 

Namun jika dipisahkan antara pengalaman penyuluh 

PNS dan penyuluh THL terdapat perbedaan nyata. 

Penyuluh THL memiliki kecenderungan masih muda 

dan pengalaman yang rendah sedangkan penyuluh 

PNS memiliki pengalaman yang sangat tinggi dalam 

melakukan kegiatan penyuluhan.

Pengalaman penyuluh dapat dijadikan sebagai pengetahuan 

atau pelajaran untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Sesuatu yang telah dialami seseorang akan ikut membentuk 

dan mempengaruhi penghayatan terhadap lingkungan sosial 

dan lingkungan kerjanya. Pengalaman bekerja adalah 

sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, dan 

ditanggung oleh penyuluh dalam menjalankan tugasnya 

dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman 

bekerja yang diukur dalam penelitian adalah lama 

(tahun) penyuluh dalam bekerja, dihitung sejak mulai 

pengangkatan sebagai PNS maupun sebagai THL 

sampai penelitian dilaksanakan. Pengalaman dalam 

melakukan penyuluhan memiliki dampak yang besar 

bagi penyuluh untuk menyakinkan petani akan materi-

materi maupun informasi-informasi yang disampaikan. 

Penyuluh yang memiliki pengalaman kerja yang lama 

cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari petani 
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dibandingkan yang baru bekerja.

Motivasi

Motivasi penyuluh dalam bekerja sudah cukup baik, 

serta tidak ada perbedaan yang nyata antara penyuluh 

PNS dan penyuluh THL terkait motivasi dalam bekerja. 

Penyuluh PNS maupun penyuluh THL sudah memiliki 

motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 

Tidak ada perbedaan yang nyata antara motivasi 

penyuluh PNS dan penyuluh THL. Rerata motivasi 

penyuluh unruk bekerja sedadang cenderung tinggi 

(71,5). Motivasi yang baik tersuntuk bekerja akan 

mempengaruhi perilaku penyuluh dalam mencapai 

tujuan organisasi. Motivasi penyuluh dalam bekerja 

sudah tinggi dan ini merupakan bekal yang baik dalam 

melaksanakan kegiatan penyuluhan. Motivasi yang 

tinggi tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan 

agar tidak mengendur. Motivasi berasal dari kata motif 

yang dapat diartikan sebagai tenaga penggerak yang 

memengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan 

rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku (Beck 1990). 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, motivasi 

yang tinggi ini muncul karena ada keterikatan antara 

penyuluh dan petani, ada rasa bersalah pada diri 

penyuluh jika tidak menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

Kekosmopolitan

Tingkat kekosmopolitan penyuluh PNS termasuk 

dalam klasifikasi sangat rendah, sebagian besar (> 50 

persen) penyuluh jarang keluar dari sistem sosialnya 

untuk mencari informasi terkait dengan kinerjanya. 

Rendahnya tingkat kekosmopolitan penyuluh 

berbanding lurus dengan usia penyuluh PNS yang 

sebagian besar di atas 51 tahun. Pada usia tersebut yang 

hampir memasuki masa pension, membuat sebagian 

besar penyuluh enggan melakukan perjalanan keluar 

dari daerahnya. Perjalanan keluar dari daerahnya 

dilakukan jika kegiatan tersebut dirasa sangat penting 

dan tidak dapat diwakilkan oleh yang lain. Hal tersebut 

berbeda dengan kondisi penyuluh THL/kontrak, tingkat 

kekosmopolitan penyuluh THL cenderung tinggi. 

Ada perbedaan nyata antara tingkat kekosmopolitan 

penyuluh PNS dan penyuluh THL terjadi dikarenakan 

penyuluh THL sebagian besar masih termasuk dalam 

usia muda (rata-rata usia penyuluh THL 37 tahun, 

usia penyuluh PNS 49 tahun). Usia muda membuat 

membuat penyuluh kontrak memiliki tantangan untuk 

melakukan perjalanan di luar system sosialnya

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar 

penyuluh menjawab bahwa penyuluh melakukan 

perjalanan keluar lingkungan sosialnya paling sedikit 

satu kali dalam sebulan. Perjalan tersebut dilakukan 

dengan mengunjungi BP4K yang berada di Ibu Kota 

Kabupaten. Ada beberapa penyuluh yang sama sekali 

tidak pernah berpergian keluar daerahnya berkenaan 

dengan mencari informasi untuk menunjang kinerjanya. 

Penyuluh yang jarang atau tidak sama sekali berkunjung 

keluar dari sistem sosialnya (daerahnya) bukan karena 

penyuluh malas, hal ini dikarenakan lokasi wilayah 

kerjanya atau tempat tinggalnya cukup jauh dari Ibu 

Kota Kabupaten (6 sd 7 jam perjalanan darat), lebih dari 

10 jam ke Ibukota provinsi, selain itu pada saat musim 

hujan kondisi jalan sangat buruk untuk dilalui kendaaan 

bermotor. Sifat kosmopolit yang dimiliki penyuluh 

adalah tingkat hubungan (interaksi) penyuluh dengan 

lingkunga luar sistem sosialnya (kekerapan penyuluh 

keluar mencari informasi). Sifat kosmopolit diukur 

berdasarkan frekuensi mengunjungi BP4K, Bakorluh, 

instansi atau dinas terkait, BPTP, perusahaan pertanian, 

dan perguruan tinggi serta kontak dengan orang lain 

di luar sistem sosialnya untuk mencari informasi yang 

dapat menunjang kinerjanya, dan juga mencari info 

tentang mengatasi masalah-masalah pertanian yang 

sedang dihadapi dalam enam bulan terakhir. Sebaran 

sifat kosmopolit dapat dilihat pada Tabel 1.

Tingkat Kapasitas Penyuluh

Kapasitas penyuluh di Provinsi Lampung termasuk 

sedang cenderung rendah (rataan skor 67,9). Kapasitas 

penyuluh yang cenderung rendah berdampak pada 

rendahnya kepuasan petani terhadap kegiatan 

penyuluhan yang telah dilakukan. Kapasitas penyuluh 

PNS maupun penyuluh THL tidak ada perbedaan nyata 

(Tabel 2). Dalam menjalankan fungsi penyuluhan, 

baik penyuluh PNS maupun penyuluh THL belum 

sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik. 

Kapasitas penyuluh di ukur berdasarakan kemampuan 

menjalankan fungsi penyuluhan berdasarkan Undang 

– Undang Nomor 16 Tahun 2006. Menurut Undang 

- Undang Nomor 16 Tahun 2006 penyuluhan 

merupakan suatu sistem yang mengandung arti seluruh 

rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, 

keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku 
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Tabel 1. Sebaran Responden menurut Karakteristik Penyuluh dan Status Kepegawaian di Lampung Tahun 2017

Karakteristik Penyuluh
Status Kepegawaian

Total α
PNS THL

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Uji U1

Umur (tahun)

21 – 30  3 1,6 40 23,3 43 12,1 0,000**

30 – 40 31 16,9 91 52,9 122 34,4

40 – 50 32 17,5 27 15,7 59 16,6

50 – 60 117 63,9 14 8,1 131 36,9

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0

Pendidikan formal

SMA 41 22,4 53 30,8 94 26,5 0,050*

D3 56 30,6 52 30,3 108 30,4

S1 84 45,9 67 38,9 151 42,5

S2 2 1,10 0 0,0 2 0,6

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0

Pendidikan Non Formal (hari)

Sangat Rendah (0-2)  10 5,5 59 34,3 69 19.4 0,000**

Rendah (3-4) 86 46,9 99 57,5 185 52,1

Sedang (5-7) 73 39,9 14 8,13 87 24,5

Tinggi (8-10) 14 7,6 0 0,0 14 3,9

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0

Lama Kerja (tahun)

Sangat Rendah (1 - 10) 49 26,8 152 88,4 201 56,6 0,000**

Rendah (11 - 19) 12 6,5 5 2,9 17 4,8

Sedang  (20 - 29) 49 26,8 6 3,5 55 15,5

Tinggi (30 - 38) 73 39,9 6 3,5 79 22,3

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0

Klasifikasi Motivasi (skor)
Tidak ada (0 – 20) 1 0,5 0 0,0 1 0,3 0,384 

Sangat Rendah (21 – 40) 7 3,8 4 2,3 11 3,1

Rendah (41 – 60) 48 26,2 41 23,8 89 25,1

Sedang (61 – 80) 88 48,1 90 52,3 178 50,1

Tinggi (81 – 100) 39 21,3 37 21,5 76 21,4

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0

Kekosmopolitan (skor)

Tidak ada (0 – 20) 96 52,5 44 25,6 140 39,4 0,054*

Sangat Rendah (21 – 40) 50 27,3 32 18,6 82 23,1

Rendah (41 – 60) 20 10,9 11 6,4 31 8,7

Sedang (61 – 80) 9 4,9 15 8,7 24 6,8

Tinggi (81 – 100) 7 3,8 70 40,7 77 21,7

Jumlah 183 100 172 100 355 100

Keterangan: *nyata pada α<0,05 dan ** sangat nyata pada α <0,01
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usaha melalui kegiatan penyuluhan. 

Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang 

selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran 

bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 

sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh telah memiliki kemampuan memfasilitasi; 

mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi, 

teknologi, dan sumber daya lainnya; kemampuan 

kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan; kemapuan 

menumbuh kembangkan organisasi; kemampuan 

menganalisis dan memecahkan masalah; kemampuan 

melestarikan lingkungan; dan kemampuan melembagakan 

nilai-nilai. Namun kemampuan penyuluh tersebut harus 

ditingkatkan lagi, karena kemampuan yang dimiliki 

penyuluh akan berdampak terhadap kepuasan petani 

terhadap kegiatan penyuluhan. Secara umum kapasitas 

penyuluh dilokasi penelitian termasuk dalam kategori 

sedang cenderung rendah.

Kemampuan penyuluh dalam memfasilitasi masih 

perlu ditingkatkan lagi sehingga menajdi tinggi. Hasil 

wawancara dengan penyuluh dan petani menunjukkan 

bahwa baik penyuluh PNS maupun penyuluh THL 

tingkat kemampuan memfasilitasi kebutuhan petani 

perlu lebih ditingkatkan. Penyuluh harus lebih 

meningkatkan kemampuannya untuk membantu 

petani mendapatkan pupuk bersubsidi tepat wakt dan 

tepat jumlah. Selama ini penyuluh telah membantu 

petani mendapatkan hal tersebut, namun terkadang 

masih sering terlambat datangnya dan jumlah pupuk 

subsidi yang dibutuhkan petani terbatas. Penyuluh 

juga telah memfasilitas petani dalam mendapatkan 

benih unggul, membantu petani dalam mendapatkan 

berbagai informasi pasar mengenai informasi harga 

komoditas dan sarana produksi pertanian. Selain itu 

penyuluh membantu petani memenuhi kebutuhan 

akan informasi mengenai teknologi sesuai dengan 

kebutuhan petani.

Kemampuan penyuluh dalam mengakses Informasi, 

teknologi dan sumberdaya dalam kategori sedang. 

Penyuluh telah mampu mengakses informasi mengenai 

hal-hal yang dibutuhkan petani, mencari informasi 

mengenai teknologi pertanian untuk kebutuhan petani, 

penyuluh juga mengajak petani untuk berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan penyuluhan dan menganjurkan 

kepada petani untuk mengelola lahan pertanian sesuai 

anjuran. Kemampuan penyuluh untuk mengembangkan 

jiwa kepemimpin dan berwirausaha cukup baik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perrbedaan 

antara penyuluh PNS dan penyuluh THL menganggap 

dalam kemampuan mengembangkan jiwa kepemimpinan 

dan berwirausaha. Penyuluh dalam menjalankan tugasnya 

telah memiliki visi dan petani percaya pada kegiatan 

penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh. Kegiatan 

penyuluhan yang sering diikuti petani memotivasi petani 

untuk berwirausaha. Selain itu penyuluh dan petani 

bersama-sama menyusun jadwal kegiatan penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diupayakan 

memadukan antara kebutuhan petani, program pemerintah 

dan dengan kebutuhan pasar.

Kemampuan penyuluh dalam mengembangkan 

Tabel 2. Sebaran Responden menurut Kapasitas Penyuluh berdasarkan Status Kepegawaian di Lampung Tahun 

2017

Klasifikasi 
Kapasitas Penyuluh

Status Pegawai
TOTAL

PNS THL

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

Tidak ada (0 - 20) 10 5,5 1 0,6 11 3,1

Sangat Rendah (21 - 40) 3 1,6 1 0,6 4 1,1

Rendah (41 – 60) 38 20,8 56 32,6 94 26,5

Sedang (61 – 80) 104 56,8 83 48,2 187 52,7

Tinggi (81 – 100) 28 15,3 31 18,0 59 16,6

Jumlah 183 100,0 172 100,0 355 100,0
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organisasi belum optimal masih dalam kategori 

sedang. Kemampuan penyuluh dalam membantu 

kelompok tani mengembangkan organisasinya 

meliputi: meningkatkan kemampuan kelas kelompok 

tani, penyuluh memberi pendampingan kepada 

penyuluh swadaya, membangun kerjasama dengan 

sesama penyuluh untuk mengembangkan BP3K dan 

membantu petani bermitra dengan pihak lain. Namun 

untuk mempertahankan kelembagaan penyuluh, hal 

tersebut diluar kemampuan penyuluh. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan 

melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Pemerintah daerah, meskipun 

secara substansi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan namun 

secara kelembagaan sangat mempengaruhi dengan 

leburnya Bakorluh ke dalam unit kerja Dinas Pertanian 

Provinsi dan meleburnya BP4K ke dalam Dinas 

Pertanian Kabupaten, sedangkan BP3K masih bertahan 

sebagai UPT dari dinas pertanian kabupaten.     

Tabel 3. Sebaran Tingkat Kapasitas Penyuluh di Provinsi Lampung Tahun 2016

Tingkat Kapasitas Penyuluh Klasifikasi Jumlah Persentase Rataan

Kemampuan  memfasilitasi Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

11

10

53

210

71

3,1

2,8

14,9

59,2

20,0

70,1

Kemampuan  mengakses informasi teknologi dan 

sumberdaya

Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

14

22

31

226

62

3,9

6,2

8,7

63,7

17,5

67,7

Kemampuan  mengembangkan kepemimpinan  

berwirausaha 

Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

14

4

65

222

50

3,9

1,1

18,3

62,5

14,1

67,9

Kemampuan  meningkatkan organisasi Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

15

40

41

200

59

4,2

11,3

11,5

56,3

16,6

65,8

Kemampuan memecahkan masalah Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

11

29

29

224

62

3,4

3,1

6,2

67,6

19,7

67,0

Kemampuan  melestarikan  lingkungan Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

12

11

22

240

70

3,4

3,0

6,2

67,6

19,7

69,7

Kemampuan  melembagakan nilai-nilai Tidak ada

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

14

32

21

222

66

3,9

9,0

5,9

62,5

18,6

66,6
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Kemampuan penyuluh dalam memecahkan masalah 

masih belum optimal termasuk dalam kategori sedang 

cenderung rendah. Penyuluh belu sepenuhnya mampu 

memecahkan masalah-masalah petani yang ada 

di wilayah kerjanya, kemampuan penyuluh dalam 

menganalisis situasi untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi petani cukup baik namun dalam mengatsi 

maslah yang sebenarnya masih menghadapai banyak 

kendala. Kemampuan penyuluh mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi petani, sudah dapat dilakukan 

oleh penyuluh. Selain penyuluh dapat membantu 

petani dalam mengatasi masalah usahatani, penyuluh 

juga cukup baik dalam mengidentifikasi potensi yang 

dimiliki petani dan membantu petani menjadikan 

masalah sebagai peluang yang harus dihadapi. 

Mewujudkan pertanian yang berkelanjutan harus 

didukung dengan kemampuan penyuluh dalam 

melestarikan lingkungan. 

Kemampuan penyuluh dalam melestarikan lingkungan 

cukup baik dalam kategori sedang. Kemampuan 

penyuluh dalam melestarikan lingkungan adalah 

upaya penyuluh mengajak dan memotivasi petani agar 

mau menerpkan pertanian yang ramah lingkungan. 

Upaya yang dilakukan penyuluh dengan memberikan 

materi penyuluhan mengenai pertanian berkelanjutan, 

memberikan materi penyuluhan yang ramah 

lingkungan, serta melakukan kegiatan pendampingan 

terhadap berjalannya kegiatan PHT/PTT. Kegiatan 

penyuluhan akan berjalan dengan baik jika penyuluh 

dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada didaerah 

setempat. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan 

penyuluhan, penyuluh harus mampu menjaga kearifan 

lokal wilayah kerjanya. 

Kemampuan penyuluh menjaga kearifan lokal 

atau melembagakan nilai-nilai yang sudah ada 

diwilayah tersebut sudah cukup baik. Penyuluh dalam 

melaksanakan tugasnya cukup mampu memadukan 

antara program pemerintah dengan nilai-nilai yang 

dianut masyarakat setempat. Materi penyuluhan yang 

diberikan oleh penyuluh tidak bertentangan dengan 

aturan yang dianut masyarakat dan materi penyuluhan 

yang diberikan juga tidak bertentangan dengan aturan 

agama yang dianut masyarakat.

Tingkat Kepuasan Petani

Kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan rendah, 

baik terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan 

oleh penyuluh PNS maupun kegiatan penyuluhan yang 

dilakukan oleh penyuluh THL tidak jauh berbeda. Rata-

rata skor kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan 

hanya 50,7 dari skor maksimal 100. Rendahnya kepuasan 

petani terhadap kegiatan penyuluhan, dikarenakan 

penyuluh belum mampu memenuhi kebutuhan petani 

dalam mengatasi masalah-masalah pertanian yang 

dihadapi petani. Penyuluh belum optimal dalam 

membantu petani mendapatkan informasi-informasi 

pertanian yang dibutuhkan petani. Kadangkala 

petani sulit untuk menemui penyuluh dan juga petani 

mengalami kesulitan dalam menghubungi penyuluh 

disaat yang dibutuhkan. Ketika petani membutuhkan 

informasi tentang harga komoditas pertanian, penyuluh 

seringkali tidak dapat dihubungi sedangkan petani 

membutuhkan informasi harga komoditas disaat yang 

mendesak, ketika pedagang pengumpul sudah datang 

kerumah petani untuk menawar komoditas yang dimiliki 

petani. Penyuluh belum mampu mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi petani.

Tabel 4. Sebaran Tingkat Kepuasan Petani dan Status Kepegawaian di Provinsi Lampung Tahun 2017

Klasifikasi Tingkat Kepuasan Petani
Status Pegawai

Total
PNS THL

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

Tidak puas (0 – 20) 10 5,46 4 2,33 14 3,94

Sangat Rendah (21 – 40) 30 16,39 36 20,93 66 18,59

Rendah (41 – 60) 76 41,53 66 38,37 142 40

Sedang (61 – 80) 52 28,42 51 29,65 103 29,01

Tinggi (81 – 100) 15 8,20 15 8,72 30  8,45

Jumlah 183 100 172 100 355 100
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Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan 

Petani

Kegiatan penyuluhan yang baik akan mampu 

meningkatkan kepuasan petani akan kegiatan 

penyuluhan. Kepuasan para petani terhadap 

jasa penyuluhan utamanya akan ditentukan oleh 

terpenuhinya kebutuhan petani oleh penyuluhan yang 

ada (Tahitu 2013). Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan 

rendah (skor 50,7), petani menilai penyuluh belum 

mampu memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan petani, masalah-masalah pertanian yang 

dihadapi petani tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh 

penyuluh dan berdampak pada produksi pertanian 

yang tidak optimal sehingga pendapatan tidak 

meningkat signifika. Hasil penelitian ini sejalah dengan 

penelitian Tahitu (2013) yang menemukan bahwa 

tingkat kepuasan petani terhadap ketepatan pelayanan 

penyuluhan dan penampilan penyuluh tergolong 

rendah, selama ini pelayanan penyuluhan dirasakan 

belum memadai dalam membantu kebutuhan petani, 

terutama ketika petani menghadapi suatu jenis masalah 

yang benar-benar mengharapkan bantuan penyuluhan 

seringkali petani sulit untuk mencari bantuan, termasuk 

bantuan penyuluhan.

Tingkat kapasitas penyuluh yang cukup baik tidak 

akan bearti jika tidak dikaitkan dengan kepuasan petani 

terhadap kegiatan penyuluhan. Hal ini senada dengan 

penemuan (Sadono 2008) Penyuluhan pertanian 

mempunyai peran untuk membantu petani agar dapat 

Tabel 5. Koefisien Korelasi antara Kapasitas Penyuluh dengan Tingkat Kepuasan Petani

Kapasitas Penyuluh

Kepuasan Petani

Tingkat 

Kepuasan 

petani

Terpenuhi 

kebutuhan

informasi 

Teratasinya 

masalah  

usaha tani

Tingkat 

pendapatan

Tingkat kapasitas penyuluh

a. Kemampuan memfasilitasi

b. Kemampuan mengakses informasi, teknologi dan 

sumber daya

c. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan 

berwirausaha

d. Kemampuan meningkatkan organisasi

e. Kemampuan memecahkan masalah

f. Kemampuan melestarikan lingkungan
g. Kemampuan melembagakan nilai-nilai

0,323**

0,342**

    0,218*

0,244**

0,226**

0,274**

0,283**

0,248**

0.308**

0,291**

0,210**

0,198**

0,157**

0,210**

0,321**

0,308**

0.270**

0,280**

0,183**

0,225**

0,246**

0,248**

0,192**

0,270**

0.124*

  0,152**

     0,072

0,120*

 

0,109*

  0,202**

     0,115*

     0,124*

menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya secara baik dan memuaskan sehingga 

meningkat derajat kehidupannya. Ketika petani 

puas dengan kegiatan penyuluhan maka petani akan 

menjalankan anjuran-anjuran yang disarankan oleh 

penyuluh. 

Hubungan kapasitas penyuluh dengan tingkat 

kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan di 

analisis dengan menggunakan uji analisis korelasi rank 

sperman (RS). Tabel 5 menunjukkann bahwa terdapat 

hubungan yang sangat nyata antara tingkat kapasitas 

penyuluh dengan tingkat kepuasan petani. Tingkat 

kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan masih 

rendah, sehingga kapasitas penyuluh sangat penting 

untuk ditingkatkan. Hubungan kapasitas penyuluh 

dengan tingkat kepuasan petani berkorelasi positive 

yang bearti semakin tinggi tingkat kapasitas penyuluh 

maka semakin baik pula tingkat kepuasan petani.

Kesimpulan 

Penyuluh PNS sebagian besar berusia di atas 50 tahun, 

tingkat pendidikan formal cukup tinggi, memiliki 

pengalaman kerja yang lama, memiliki motivasi 

yang baik dalam bekerja dan cenderung lokalit dalam 

mencari informasi pertanian. Sebaliknya penyuluh 

THL sebagian besar berusia muda, sangat kurang 

mendapat pelatihan, tingkat pendidikan formal lebih 

rendah dibandingkan penyuluh PNS, pengalaman 

kerja lebih rendah, namum memiliki motivasi kerja 

yang baik dan cenderung kosmopolit dalam mencari 
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informasi untuk mendukung kinerjanya. 

Tingkat kapasitas penyuluh pertanian di Provinsi 

Lampung kurang memenuhi standar acuan yang 

ditetapkan dalam undang-undang. Penyuluh kurang 

optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya 

berdasarkan UU No.16 tahun 2006. Kepuasan petani 

atas kegiatan penyuluhan masih rendah, dikarenakan 

kualitas dan intensitas penyuluhan rendah. Kegiatan 

penyuluhan kurang optimal dan membutuhkan 

upaya peningkatan kapasitas penyuluh, sehingga 

mampu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan 

penyuluhan dengan baik. Tingkat kapasitas penyuluh 

berhubungan sangat nyata dengan kepuasan petani 

terhadap kegiatan penyuluhan. Sejalan dengan 

hilangnya kelembagaan penyuluhan di tingkat 

kabupaten dan provinsi berarti melemahnya kapasitas 

penyuluh berdampak nyata pada melemahnya 

kepuasan petani.
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